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ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
(Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met)

Oleh
Anas Rodja Fadir Rohim

Tanah merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
sebagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh mahluk yang ada
di bumi ini. Tanah merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh mahluk hidup
khususnya manusia sebagai sumber penghidupan dan juga mata pencaharian untuk
melangsungkan kehidupannya. Tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan
manusia dan bernegara. Tanah tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata
melainkan juga aspek social, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan
aspek hak kepemilikan. Peradaban kehidupan serta perkembangan zaman yang
semakin maju membuat nilai eknomis dari tanah menjadikan tanah sebagai suatu
aset yang berharga, sehingga tanah dapat menjadi sebuah masalah atau sengketa
yang timbul akibat perebutan hak kepemilikannya dan rentan terjadi konflik yang

melibatkan berbagai pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor
penyebab terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah serta dasar pertimbangan
Hakim dalam memutus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met, dengan
menggunakan metode penelitian normative empiris dengan sumber data primer
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui

wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk
memberikan kepastian hukum terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah
agar nantinya mempunyai kekuatan hak didepan Hukum dan Negara. Karena itulah



pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat di atas tanah yang dimiliki
agar seseorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat juga

sebagai surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah seseorang.

Dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah pada studi kasus ini
Hakim menimbang bahwa setelah dipelajari oleh Majelis dengan seksama gugatan
penggugat dalam perkara ini, ternyata yang menjadi pokok dari gugatan penggugat
tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh
turut tergugat 1l dikarenakan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Bahwa batas-
batas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan
penggugat didasari pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 076/C.2/2000, jika
dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 atas nama Soeseno, jelas
terdapat perbedaaan terkait dengan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah
“gugatan yang tidak menyebut batas obyek sengketa secara jelas”, maka gugatan
yang demikian adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena gugatan yang
seperti ini pada hakekatnya tidak akan bisa dieksekusi (Non Executable).
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi turut tergugat Il telah dikabulkan oleh
Majelis Hakim, maka mengenai pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kata Kunci : Sengketa, Hakim, dan Putusan.



ABSTRACT

SETTLEMENT OF RELATED LAND DISPUTES
OWNERSHIP OF LAND RIGHTS
(Study of Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN.Met)

By
Anas Rodja Fadir Rohim

Land is a gift given by God Almighty as a natural resource that is needed by all
creatures on this earth. Soil is a necessity of life for all living things, especially
humans as a source of livelihood and also a means of livelihood to sustain their
lives. Land has an important role in human and state life. Land is not only seen from
the physical aspect alone but also from the social, cultural, political, legal, defense,
security and property rights aspects. The civilization of life and the development of
an increasingly advanced era makes the economic value of land make land a
valuable asset, so that land can become a problem or dispute that arises as a result

of fighting over ownership rights and is prone to conflicts involving various parties.

The problem in this study is to find out what are the factors that cause land
ownership disputes and the basis for judges' considerations in deciding decision
Number 7/Pdt.G/2022/PN.Met, using normative empirical research methods with
primary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal

materials through interviews and observations.

The results of the study show that land registration needs to be carried out to provide
legal certainty for people who control and own land so that later they have the power
of rights before the law and the state. That is why it is important to register land and
issue certificates on owned land so that someone has a basic ownership right to

land. The certificate is also a proof of the right to ownership of one's land.



In settling the dispute over ownership of land rights in this case study the judge
considered that after being carefully studied by the panel of the plaintiff's lawsuit
in this case, it turned out that the subject matter of the plaintiff's lawsuit was
regarding Unlawful Acts (PMH) committed by co-defendant 11 because he had issue
Certificate of Property Rights. Whereas the boundaries of the object of the disputed
land as contained in the plaintiff's claim posita are based on the Sale and Purchase
Deed (AJB) Number 076/C.2/2000, when compared with the Certificate of
Ownership Number 02262 in the name of Soeseno, there are clear differences
related to the boundaries the boundary of the land that is the object of the dispute,
thus the Panel of Judges is of the opinion that such a lawsuit is "a lawsuit that does
not clearly state the boundaries of the object of the dispute”, then such a lawsuit is
unclear and vague (Obscuur Libel), because a lawsuit like this is essentially will not
be executable (Non-Executable). Considering, that because co-defendant II's
exception has been granted by the Panel of Judges, regarding the subject matter of
the case it is no longer relevant for consideration, so it is quite reasonable for the
Panel of Judges to declare the Plaintiff's claim unacceptable (Niet Ontvankelijke
Verklaard).

Keywords: Dispute, Judge, and Decision.



PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
(Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met)

Oleh :

ANAS RODJA FADIR ROHIM
NPM 1812011303

Laporan Akhir
Magang Ekuivalensi
( Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Program Studi llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022



HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Akhir Magang : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
Ekuivalensi Skripsi TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS

TANAH (Studi Putusan Nomor

7/Pdt.G/2022/PN.Met)
Nama Mahasiswa : Anas Rodja Fadir Rohim
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011303
Program Studi :  Ilmu Hukum
Fakultas :  Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing Laporan I Hakim Pembimbing Instansi
=2 UESTS

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Dwi Aviandari, S.H., M.H.
NIP. 197812312003121003 NIP. 198404272007042001
Dosen Pembimbing Laporan II Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Ahmad Saleh, S.H., M.H. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP. 197809252008011015 NIP. 197812312003121003

vii



LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Sekertaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Anggota I : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Anggota II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,, M.H. ... l....ooeiee.

OS——

“ﬁ’pr. Mugmad Fakih, S.H., MLS.

NTP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 13 Desember 2022

viii




LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ckuivalensi skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa
Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor
7/Pdt.G/2022/PN.Met)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan
penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai
dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut
Plagiarism.

2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepadaUniversitas

Lampung.

Atas penyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia
menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Desember 2022

Pembuat Pernyataan

SEPULUH RIBU RUPIAﬂ 5

£

Anas Rodja Fadir Rohim
NPM. 1812011303

5.4



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Anas Rodja Fadir Rohim,
dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 25
Januari 2000, sebagai anak ketiga dari
empat bersaudara, dari bapak Sunaryo,
S.Pd., dan ibu Rumini, S.Pd. Pendidikan
Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun
2012, di SDN 1 Sriwijaya, Way kanan, Lampung, Sekolah
Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2015, di SMPN 1

Baradatu, Way Kanan, Lampung, Sekolah Menengah Atas
diselesaikan pada tahun 2018, di SMAN 1 Baradatu, Way Kanan,
Lampung, saat ini penulis terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada

Universitas Lampung pada tahun 2018 sampai saat ini.



MOTTO

“Lari Dari Apa Yang Menyakitimu Akan Semakin Menyakitimu
Jangan Lari, Terlukalah Sampai Kamu Sembuh”

(Jalaluddin EI Rumi )

“Jika Hatimu Banyak Merasakan Sakit, Maka Belajarlah Dari Rasa Sakit Itu
Untuk Tidak Memberikan Rasa Sakit Itu Kepada Orang Lain”
(Ali Bin Abi Thalib)

“Rasa Sakit Terbesarku Adalah Ketika Aku Terlalu Berharap Kepada Manusia,

Sehingga Aku Melupakan Tuhanku Yang Sudah Pasti Memberiku Harapan”
( Anas Rodja Fadir Rohim)

Xi



PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mengijinkan aku untuk
menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk bapak dan ibu yang
sangat aku sayangi
( Sunaryo, S.Pd. dan Rumini, S.Pd.)

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang
senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendoakan
keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta
motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku.

Untuk kakak-kakaku tercinta
( Sayu Rahma Roza Fahmi, S.Pd. )

( Maya Riska Kurnia Putri, S.H.)

Orang yang selalu mendukung dan menegur aku ketika aku melakukan kesalahan
dan membimbing langkah — langkah yang aku ambil untuk menjalani kehidupan

dan selalu menjadi teman untuk berkeluh kesah tentang kehidupan dunia.

Xii



SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas segala anugerah,

rahmat, dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Penyelesaian

Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor

7/Pdt.G/2022/Pn.Met)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan,

bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis

ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1.

Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada
penulis selama mengikuti pendidikan;

Ibu Dwi Aviandari, S.H., M.H. selaku Penguji Utama yang telah meluangkan
waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam
upaya penyusunan tugas akhir ekuivalensi skripsi;

Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum
dan Dosen Pembimbing | yang telah meluangkan waktu untuk memberikan
masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
Bapak Ahmad Saleh, S,H., M.H. Selaku Pembimbing Il atas kesediaannya
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam
proses penyelesaian penelitian ini;

Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. Selaku Pembahas | atas kesediannya meluangkan
waktu untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian
ini;

Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Pembahas Il atas
kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik dalam
proses penyelesaian penelitian ini;

Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu
untuk memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta
kepada Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Untuk seluruh panitia MBKM atas motivasi, bimbingan, dan kesempatan yang

Xiii



10.

di berikan semoga program ini akan tetap ada dan lancar selalu hubungan
kampus dengan instansi yang terlibat.

Untuk teman—teman seperjuangan selama perkuliahan, yang tidak bisa penulis
sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan
arahan yang telah disampaikan kepada penulis;

Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu,
penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam

menyelesaikan skripsi ini;

11. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan
kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi yang membacanya.
Bandar Lampung, 13 Desember 2022

Penulis

Anas Rodja Fadir Rohim

Xiv



DAFTAR ISI

ABSTRAK .o
ABSTRACT s
HALAMAN PERSETUJUAN ..ot
LEMBAR PENGESAHAN ...
LEMBAR PERNYATAAN ...

I. PENDAHULUAN

A

moow

Latar BelaKang .........cccoooeiiiiieiiiie e
RUMUSan Masalah ..........ccooviiiiiieiiie e
Tujuan PeNElItIAN ........ooiiiiiiieicee e
Kegunaan Penelitian ............ccooveiiiiiiicce e
Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Sistematika

PeNUIISAN ...t

Il. TINJAUAN PUSTAKA

A

Tinjauan PUSTAKA ..........ccviveiieiicc e
1. Pengertian Tanah ........cccccoiveiiieciece e
2. Pengertian Hak Atas Tanah ..o
3. Pengertian Sengketa Pertanahan ............ccoccooviviininineninnnns
4

. Penyelesaian Sengketa Pertanahan.............cccccocovoiiiiiiin e,

c POl INSEANST ...,

DeSKIIPST INSEANSI ....vvveiiiciicieieie s
LOQO INSTANST ...t
VST AN MISH ..
Wilayah YUrisdiKSi........cccooveiiiiiiiiiiccc e
Tugas POKOK dan FUNQGSI .......ccereiiriiiiiiiiieeeese e

o ~ W e

XV



6. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Metro .........cccccceevvienvennnne
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola...........ccccooeiiiiiiiinenns

I11. METODE PENELITIAN

A. Metode PenelItian .......ccocceeiiiiriieiiee s
JENIS PENEIITIAN ....coviiie e
Tipe PENEITIAN. .....coviiiecc e
Pendekatan Masalah ...
Data dan Sumber Data..........cccevvieereniesiie e
Metode Pengumpulan Data ............cocevvreniniiienenc e

Metode Pengolahan Data ............ccccceveieiiieiieie e

N o o~ w np e

ANALSIS DALA ..o s
B. Metode Praktek Kerja Lapangan ..........ccccooveveieieneneneneseneniens

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ............c.ccooceeveiinencicnnnnnn
2. Metode Pelaksanaan............cuveieieieienenesisieese e
3. TUJUAN MAJANG ..eeiveeieeeecieesie et sra e
4. Manfaat Kerja Magang.........ccoceoeiiiiieninieieee e

IV. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya
Sengketa Kepemilikan Hak Tanah.............cccocoveviiiiiic e,

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa
Kepemilikan Hak Atas Tanah .........cccccociiiiiiinieiccecscs

V. PENUTUP

AL KESIMPUIAN oo
B. SAIaN .o

DAFTAR PUSTAKA ..
LAMPIRAN ..ottt e

XVi



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
sebagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh mahluk yang ada
di bumi ini. Tanah merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh mahluk hidup
khususnya manusia sebagai sumber penghidupan dan juga mata pencaharian untuk
melangsungkan kehidupannya. Tanah tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata
melainkan juga aspek social, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan
aspek hak kepemilikan.! Peradaban kehidupan serta perkembangan zaman yang
semakin maju membuat nilai eknomis dari tanah menjadikan tanah sebagai suatu
aset yang berharga, sehingga tanah dapat menjadi sebuah masalah atau sengketa
yang timbul akibat perebutan hak kepemilikannya dan rentan terjadi konflik yang
melibatkan berbagai pihak.

Hak atas kepemilikan tanah merupakan hak dasar yang sangat berarti bagi
masyarakat untuk kehidupan dan kebebasan diri seseorang. Di sisi lain, merupakan
suatu kewajiban negara memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap
kepemilikan hak atas tanah tersebut, walaupun hak tersebut tetap harus dibatasi oleh
kepentingan orang lain, masyarakat, dan juga Negara. Sesuai dengan norma hukum,
semua kepemilikan terhadap barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak
harus dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan. Atau dengan kata lain, kepemilikan
suatu benda yang tidak dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan sama halnya tidak
memiliki benda.? Indonesia merupakan Negara Hukum, jadi kepastian hukum
seseorang sudah terjamin oleh Konstitusi di Indonesia yang tertuang dalam

! Ahmad Tsekhudin dan Umar Ma’ruf, “The Implementation Of The Land Right Transfer
Registration According To Letter Citation On Jatinangor, Villages, Suradadi Tegal”, Jurnal Akta:
Magister Kenotariatan UNISSULA Semarang, Vol. 5, No. 3, September 2018, him. 702.

2 Mudakir Iskandar Syah, “Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base
Pertanahan”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 4,
No. 2, Maret 2014, him. 44.



Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 berbunyi “Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan
Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum”.?
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara tegas bahwa
setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum serta berhak atas
perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini bahwa
pelaksanaan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan

secara konsisten dan profesional serta mengikat seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan
suatu tanah maka pemilik tanah harus mendaftarkan tanah miliknya ke (BPN)
Badan Pertanahan Nasional. Definisi Pendaftaran tanah dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup
kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961
yang hanya meliputi : Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran
dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat
pembukuan yang kuat.* Badan Pertanahan Nasional akan memberikan sertipikat
hak milik yang nantinya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan
hak tanah jika terjadi sengketa tanah. Salah satu alat bukti hak atas tanah yang
disebut sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan autentik kekuatan
sertipikat merupakan jaminan atas kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang
sertipikat sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum kuat atau sempurna sepanjang
tiada pihak lawan yang membuktikan bahwa sertipikat tersebut cacat hukum.
Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang
hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas,
bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah

itu, dan sebagainya.®

Pemakaian makna sengketa pada bidang pertanahan, melahirkan sebuah istilah

yaitu sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan

3 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

4 Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, “Hukum Pendaftaran Tanah”,
Bandung: Mandar Maju, 2008, him. 138.

5 Andrian Sutedi, “Sertifikat Hak Atas Tanah”, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 57.



sebagai “Perselisihan Yang Menjadikan Tanah Sebagai Objek Persengketaan”.
Ditinjau dari sudut pandang pendekatan konflik, istilah sengketa tanah disebut
sebagai manifest conflict and emerging conflicts, selanjutnya yang dimaksud
dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk
mendapat penanganan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.®

Pada saat masyarakat belum terlalu berkembang seperti pada masa sekarang ini,
permasalahan-permasalahan atau yang lebih dikenal dengan sengketa masih dapat
diselesaikan oleh warga bersama tokoh-tokoh yang dianggap memiliki peran
penting disuatu daerah tersebut atau disegani di dalam lingkungan masyarakat
tersebut. Namun, saat masyarakat telah berkembang seperti sekarang ini,
permasalahan sengketa pertanahan yang sering terjadi akan menjadi permasalahan
yang krusial dan berkembang meluas menjadi permasalahan pelik yang apabila
sengketa pertanahan tersebut belum mencapai titik terang antar pihak yang
bersengketa untuk berdamai secara kekeluargaan. Pertentangan, perselisihan, dan
perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia
untuk mempertahankan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan.
Perselisihan terjadi karena adanya kepentingan yang saling berbenturan, kondisi ini
dapat menimbulkan masalah serius terhadap pola hubungan antara manusia dengan
tanah, dan hubungan antara manusia yang berobyek tanah.” Akibatnya sengketa di
bidang pertanahan menjadi berkepanjangan antar pihak yang bersengketa, bahkan
hingga ahli warisnya ikut bersengketa, untuk tetap mempertahankan haknya.
Kesemuanya bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang lebih
berhak atas tanah tersebut, sehingga para pihak berlomba-lomba membuktikan
bahwa merekalah yang lebih berhak atas tanah tersebut.® Penyelesaian sengketa

tersebut menjadi kunci yang penting untuk menghindari terjadinya masalah yang

® Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni, “Penyelesaian
Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional”, NOTARIUS, Vol.
13 No. 1 (2020), him. 155.

" Isna Dwi Fatatun, “Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa
Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2015”, Skripsi,
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, him. 4.

8 Tika Nurjannah, “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah”, Jurnal,
Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016, him. 16.



pastinya akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Sengketa Perdata merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan
kepentingan kepentingan pribadi antara individu dengan individu. Status akan tanah
yang akan menjadi hak milik yang diperjualbelikan memiliki potensi dan
konsekuensi dengan para pemiliknya yaitu setiap semua pemilik tanah berhak atas
kepemilikan tanah tersebut. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari
pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan
dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.®

Untuk mengatasi masalah persengketaan pertanahan tersebut, pemerintah
mengesahkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan yaitu
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
atau yang sering disebut dengan UUPA. Dengan disahkan dan diberlakukannya
UUPA, dijadikan suatu terobosan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban,
dan kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan
aturan-aturan pertanahan yang berlaku. Keberadaan Undang-Undang Pokok-Pokok
Agraria ini dimaksudkan untuk mampu memberikan dasar-dasar dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemilik hak-hak atas tanah bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Pada masa sekarang ini sering terjadi dimasyarakat, banyak kasus atau terjadi
perseteruan antar warga mengenai kepemilikan tanah, karena dimiliki oleh lebih
dari satu subyek hukum. Salah satunya yaitu kasus yang sering terjadi dimasyarakat
yang mana kepemilikan sebidang tanah dimiliki oleh dua orang dan kedua orang
tersebut memiliki sertipikat dan berakibat timbulnya sengketa kepemilikan hak atas
tanah. Sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang jika tidak segera diselesaikan
atau dibiarkan akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih rumit untuk
kedepannya. Bahkan tanah yang masih dalam sengketa tidak bisa dikelola dengan
baik oleh pemilik sertipikat maupun pihak-pihak lainnya. Berbicara secara nilai

% Effendi Perangin, “Hukum Agraria di Indonesia”, Jakarta : Rajawali. 1986, him. 13.



ekonomis tentu sangat merugikan, karena kepemilikan hak atas tanah yang masih
bersengketa tidak dapat dimanfaatkan dengan baik agar menghasilkan keuntungan,
seperti tidak bisa dimanfaatkan untuk menanam hasil perkebunan, pertanian,
tanaman lainnya, dibangun gedung, sebagai jaminan Bank, dll. Apabila sengketa
hak atas tanah tidak cepat ditangani dengan serius maka nantinya akan menjadi
perselisihan antara pihak yang terkait bahkan biasa sampai nyawa yang menjadi
taruhannya. Adanya kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh dua orang
menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat lebih dari satu status hukum
dalam satu bidang tanah, dan juga menimbulkan kerugian bagi pihak yang
dinyatakan kalah dalam persidangan atas bersengketa tanah tersebut.

Persoalan sengketa mengenai tanah pasti selalu ada dan menarik untuk dibicarakan
dan juga dibahas bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam kenyataan kita sehari-
hari, sengketa tanah selalu ada dan dialami oleh masyarakat. Sengketa tanah
menjadi isu yang muncul, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di
Indonesia ini khususnya di Kota Metro, Lampung, semakin berkembangnya
pembangunan, serta semakin luasnya akses bagi berbagai pihak dalam memperoleh
dan memiliki tanah sebagai dasar untuk berkepentingan pribadi. Dapat dikatakan
bahwa persoalan sengketa tanah ini selalu bermunculan bahkan cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan berkembangnya bidang

ekonomi, sosial, dan teknologi.

Di beberapa wilayah di Kota Metro, Lampung, tidak sedikit masyarakat menjadi
korban dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah. Tindak lanjut dari persengketa
tanah yang muncul didalam masyarakat tentu mempunyai upaya yang bisa
diselesaikan melalui suatu Lembaga Negara yang turut dilengkapi dengan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu,
diperlukan adanya suatu peraturan serta Lembaga Negara yang secara khusus
mengatur dan berwenang dalam bidang pertanahan. Dibentuklah Badan Pertanahan
Nasional (BPN) yang dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10

Tahun 2006, disusun dengan memperhatikan sisi aspirasi serta peran masyarakat



agar dapat mewujudkan kesejahteraan secara umum.® Oleh karena itu BPN
memiliki peran dalam membantu dan melayani masyarakat untuk mendapatkan
haknya dalam bidang pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus
membantu masyarakat dalam menemukan solusi apabila terdapat sengketa antar
masyarakat yang berkaitan dengan sebidang tanah yang disengketakan. Jika dalam
proses pembuktian melalui Badan Pertanahan Nasional tidak menemukan titik
terang maka pihak yang berwenang melakukan pembuktian kepemilikan hak atas
tanah dilanjutkan ke ranah Pengadilan Negeri yang dianggap berkompetensi dalam

memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak tanah tersebut.

Dari penjelasan diatas seharusnya sengketa kepemilikan hak atas tanah tidak
diharapkan terjadi, karena tidak dibolehkannya ada dua orang yang memiliki satu
bidang tanah. Dengan adanya sengketa tanah bersertipikat ganda maka sangat
diperlukan penyelesaian yang melibatkan Lembaga Negara yang berwenang
menangani kasus tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang berperan memeriksa,
memutus, mengadili, dan menyelesaikan secara yuridis atas perkara tanah
bersertipikat ganda. Berdasarkan latar belakang diatas sebagaimana uraian yang
telah dijelaskan, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang
berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah
(Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met)”.

10 Rayi Ady Wibowo, “Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar
Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, him. 3.



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berrikut :

1.

Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa
kepemilikan hak atas tanah ?
Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepimilikan

hak atas tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan

penulisan skripsi ini adalah :

1.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan hak
atas tanah.
Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Metro dalam

penyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas tanah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah
ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata khususnya Hukum
Pertanahan yang mana pemecahan masalah dilihat dari pertimbangan
hakim, guna mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama
mengikuti magang di Pengadilan Negeri dan selama menempuh strata 1
(satu) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau
sebagai referensi dibidang Hukum Perdata khususnya Hukum
Pertanahan sebagai bahan masukan untuk penelitian sejenis,
mengembangkan pemikiran dan membangun pola pikir mahasiswa
lainnya pada jenjang yang sama atau instansi yang bersangkutan, serta
menjadikan masyarakat yang lebih memahami tentang hukum

pertanahan dalam mempertahankan haknya atas tanah yang dimiliki.



E. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan
1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat

hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak
hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan
perlindungannya sebagai berikut.

1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan
dibuat oleh penguasa yang sah;

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan
hukum, baik langsung dan tidak langsung;

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti
sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai;

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.
Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai
kunci kedamaian;

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.!

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, “kepastian hukum mengandung dua pengertian:

1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;

2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui
apa saja yang boleh di bebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap

individu”.12

1 https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
1t63366cd94dchc?page=2. Diakses pada 01 November 2022.

12 Riduan Syahrani, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999, him. 23.


https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2

c. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh

para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam suatu persidangan dengan

tujuan memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok

sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan

keputusan®®. Subekti, mantan guru besar Hukum Perdata Universitas Indonesia

berpendapat bahwa pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti

digunakan, diajukan , dan dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.*

d. Teori Penyelesaian Sengketa

1) Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau
konflik, konflik berarti adanya pertentangan antara orang-orang atau
kelompok-kelompok terhadap suatu objek permasalahan. Pertentangan atau
konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok
yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang
lain.®®

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi), Suyud Margono
berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik untuk
menggantikan konflik sesungguhnya dimana para pihak memberikan
kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.®
Prosedur dalam proses litigasi lebih bersifat formal dan teknis. Seperti yang
dikemukakan oleh J. David Reitzel “There Is A Long Wait For Litigants To
Get Trial”, karena itu untuk menyelesaikan satu perkara pada satu instansi

peradilan, diharuskan antri untuk menunggu.’

13 Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, “Surat Gugat Dan Hukum
Pembuktian Dalam Perkara Perdata”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

14 Subekti, “Hukum Pembuktian”, Paramita, Jakarta, 1991, him. 7.

15 Winardi, “Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)”, Mandar
Maju, Bandung, 2007, him. 1.

16 Suyud Margono, “Penyelesaian sengketa bisnis : alternative dispute resolutions (ADR)
- teknik & strategi dalam negosiasi mediasi & arbitrase”, Ghalia Indonesia, Bogor ,2010, hlm. 80.

17 'Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.


https://onesearch.id/Record/IOS3744.JATIM000000000027490
https://onesearch.id/Record/IOS3744.JATIM000000000027490
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2. Kerangka Konseptual

Masalah mengenai pertanahan dari dulu sampai saat ini menjadi masalah yang
sering terjadi dan penyelesaiannya yang berakhir dengan sengketa, melalui
pengadilan maupun sebatas pada penyelesaian secara kekeluargaan. Permasalahan
tersebut merupakan dampak dari perkembangan pembangunan yang pastinya
membutuhkan sebagian dari tanah dan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk
melindungi dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah melakukan
suatu langkah yaitu kegiatan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional
(BPN). Dalam hal ini pemilik tanah diharuskan mendaftarkan tanahnya untuk
didata di kantor pertanahan sehingga mendapatkan akta tanah sebagai bukti

kepemilikan atas tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) menyebutkan Untuk menjamin kepastian hukum
oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.*® Peraturan tersebut
juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997. Tujuan dari dibuatnya peraturan-peraturan tentang tanah tersebut yaitu untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas pada suatu bidang tanah, bangunan, dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan

dengan diberikan sertipikat hak atas tanah.

Akibat dari sengketa kepemilikan hak atas tanah, kekuatan hukum sertipikat akan
hilang. Untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas sering kali ditempuh
dengan jalan musyawarah, namun bila tidak ada kesepakatan dapat diselesaikan
sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. jika para pihak masih
tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada

Pengadilan Negeri atau Peradilan Tata Usaha Negara. Kasus-kasus yang ada di

18 Pasal 19 ayat (1) UUPA.
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pengadilan memperlihatkan bahwa gugatan-gugatan tentang tanah tidak lepas dari

pelaksanaan pendaftaran tanah yang masih belum baik, sehingga menimbulkan

permasalahan dari kekuatan hukum sertipikat. Untuk menanggulangi timbulnya

sengketa hak atas tanah yang mengandung cacat hukum perlu adanya upaya dan

peran dari masyarakat baik itu instansi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

3. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul

“Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met)”. Maka penulis dalam menjawab pokok

permasalahan menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

a)

b)

d)

BAB | PENDAHULUAN. Dalam bab I membahas mengenai latar belakang,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka
konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA. Membahas mengenai pengertian tanah,
pengertian hak atas tanah, pengertian sengketa tanah, dan penyelesaian sengketa
tanah. Serta tentang profil instansi Pengadilan Negeri Metro.

BAB |1l METODE PENELITIAN. Dalam bab I11 ini penulis akan menguraikan
mengenai metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.
Yang mana didalamnya ada jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan
masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan
data, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN. Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai
permasalahan - permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian, guna
memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam rumusan
masalah.

BAB V PENUTUP. Dalam bagian penutup, penulis menyimpulkan
pembahasan perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang kiranya

dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah
adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berharga, berdimensi dua
dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang
terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar dan tinggi yang dipelajari dalam
Hukum Penataan Ruang.'® Dalam hukum agraria, tanah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan atau yang sering disebut permukaan bumi. Tanah menurut hukum
Indonesia (UUPA) hanya bagian terkecil dari kulit bumi, tanah diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk
digunakan, untuk dimanfaatkan, diberikan dan dipunyai tanah dengan hak-hak
tersebut tidak akan bermakna penggunaannya terbatas pada tanah sebagai
permukaan bumi saja.?® Penegrtian tanah diatur juga dalam Pasal 1 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa
bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang
terbatas.?! Dengan demikian, tanah dalam pengertian Hukum Pertanahan Nasional
di Indonesia yakni bagian yang tidak terpisahkan dari kulit bumi termasuk segala
hal yang ada diatas maupun dibawah tanah yang bersangkutan.

Tanah dalam pengertian hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia, karena menjadi penentu dalam keberlangsungan hubungan
antar manusia dan perbuatan hukum, dilihat dari segi individu maupun dampaknya

untuk orang lain. Untuk itu agar mencegah permasalahan mengenai sengketa tanah

19 Urip Santoso, “Hukum Agraria dan Hak-hak atas tanah”, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.
10.

20 Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia”, Jakarta: Djambatan 2008, hlm. 18.

21 pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
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tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan didalam kehidupan masyarakat,
diperlukannya peraturan-peraturan mengenai tanah atau dengan kata lain dengan

diberlakukannya hukum pertanahan.
2. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang
mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah
tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.?

Hak-hak atas tanah di dalam UUPA adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik ialah hak tutun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain. (pasal 20 UUPA).?®

b. Hak Guna Usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara dalam jangka 25 atau 30 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun,
guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan yang luasnya paling
sedikit 25 Ha atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik
perusahaan yang baik, dapat beralih dan dialihkan pada pihak serta dapat
dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan.?*

c. Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan milikya sendiri, dalam jangka waktu paling
lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun lagi, dapat beralih
dan dialihkan kepada pihak lain, dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani Hak Tanggungan.?

d. Hak Pakai ialah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan undang-undang ini : Hak pakai ini dapat diberikan:

22 Op. Cit., him. 330.

2 pasal 20 UUPA.

24 Pasal 28 dan Pasal 33 UUPA.
% pasal 35 UUPA.
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1) Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan
untuk keperluan tertentu.

2) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau jasa berupa apapun.
Pemberian Hak Pakai ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang
mengandung unsur-unsur pemerasan.

e. Hak Sewa yaitu seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah,
apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan

bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.?’
3. Pengertian Sengketa Pertanahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sengketa adalah segala sesuatu yang
menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Timbulnya
sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau
badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik
terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Menurut Winardi sengketa adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi
antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki hubungan atau
kepentinan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat

hukum antara satu dengan yang lain.?®

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan membedakan
kasus pertanahan menjadi sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara
pertanahan. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang
perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-
politis. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang

mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

% Pasal 41 ayat (3) UUPA.

27 pasal 44 Ayat (1) UUPA.

28 Eko Hadi Wiyono, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Palanta, Cetakan Pertama,
Desember, 2007, him. 43.
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Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang
penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga
peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
mengatur kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fisik dan
yuridis, serta persengketaan yang terjadi. Dalam kegiatan tersebut, jenis
masalah/sengketa yang akan terjadi ada 2 (dua), yaitu:

a. Sengketa data fisik, yaitu sengketa yang menyakut keterangan mengenai letak,

batas dan luas bidang tanah yang sudah didaftar, termasuk keterangan mengenai

adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Jenis sengketa yang dimasuk
dalam kategori ini adalah :

1) Sengketa batas, yaitu menyangkut terjadinya kesalahan pengukuran batas-batas
bidang tanah yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara pemilik
tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan.

2) Sengketa Ganti Kerugian, yaitu menyangkut kesepakatan besarnya nilai ganti
rugi serta tata cara pembayarannya.

b. Sengketa data yuridis, yaitu sengketa yang menyakut keterangan mengenai status

hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar. Sengketa yang dimasuk

dalam kategori ini adalah:

1) Sengketa Waris, yaitu sengketa menyangkut siapa yang berhak atas tanah
warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Sengketa Pengaturan Penguasaan Tanah, yaitu sengketa menyakut pemilik
tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya pemilikan tanah absente
dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum.

3) Sengketa Sertipikat Ganda, yaitu terjadi akibat adanya pemalsuan atas hak
untuk mendapatkan sertipikat atas tanah oleh orang yang tidak bertanggung

jawab.
4. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
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(BPN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan
Sengketa Pertanahan juga diatur mengenai istilah sengketa pertanahan. Sengketa
pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

a. Keabsahan suatu hak;

b. Pemberian hak atas tanah;

c. Pendaftaran atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya,
antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan

Pertanahan Nasional.?

Untuk itu penyelesaian sengketa pada umumnya dapat dilakukan melalu 2 (dua)
cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam
pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui
kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan yang biasa disebut proses non litigasi.

a. penyelesaian sengeketa melalui jalur litigasi

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan

dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Melalui Pengadilan Negeri (Perdata) Apabila para pihak tidak dapat
menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat
menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri
secara perdata. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa
kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.
kewenangan pengadilan Pengadilan Negeri dalam sengketa hak milik atas tanah
adalah “menyatakan sertipikat hak milik tidak berkekuatan hukum”. Persepsi
tersebut dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 383
K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 yang pada pokoknya menghasilkan
kaidah hukum bahwa kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan
sertifikat tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut perlu ditinjau ulang karena
esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang
tidak berhak atas sebidang tanah terperkara, bukan menilai keabsahan
administratif penerbitan sertifikat dimaksud. Selain itu, ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga

29 pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang
Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
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menggariskan bahwa kewenangan menyatakan suatu sertifikat tidak
berkekuatan hukum adalah BPN dengan dasar putusan atau penetapan dari
pengadilan.®®

Melalui Pengadilan Tata Usaha Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait
dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata”. Meskipun sertipikat hak atas tanah masuk dalam
rumusan pasal yang menjadi kewenangn PTUN untuk mengadilinya, akan
tetapi tidak semua sengketa yang objeknya sertipkat hak atas tanah menjadi
kewenangan PTUN, tergantung pada latar belakang dan karakteristik yang
menjadi pokok permasalahan dalam gugatan, hanya permasalahan yang
menyangkut prosedur penerbitan sertipikat sajalah yang menjadi kewenangan
PTUN, apabila hal-hal yang dipertentangkan menyangkut keabsahan syarat-
syarat pengajuan sertipikat antara lain, keabsahan akta jual beli, keabsahan alas
hak pemohon, dan keabsahan syarat-syarat yang lain hal demikian di luar
kewenangan peradilan tata usaha negara mengadilinya, sengketa demikian
harus terlebih dahulu diselesaikan ke peradilan perdata untuk menentukan
keabsahan syarat-syarat tersebut, pendapat demikian terkondisi dari penalaran

sebagian besar hakim tata usaha negara terhadap sengketa pertanahan.

b. penyelesaian sengeketa melalui jalur non litigasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ada 5 (lima) jenis

penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu :

1)

2)

Konsultasi Konsultasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan
bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator.

Mediasi Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih
cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para

pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenubhi rasa keadilan

30 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batasan-kewenangan-

pengadilan-dalam-sengketa-hak-milik-atas-tanah-oleh-drs-h-aridi-sh-msi-dan-m-natsir-asnawi-shi-
53. (diakases pada 18 November 2022).


https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batasan-kewenangan-pengadilan-dalam-sengketa-hak-milik-atas-tanah-oleh-drs-h-aridi-sh-msi-dan-m-natsir-asnawi-shi-53
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batasan-kewenangan-pengadilan-dalam-sengketa-hak-milik-atas-tanah-oleh-drs-h-aridi-sh-msi-dan-m-natsir-asnawi-shi-53
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batasan-kewenangan-pengadilan-dalam-sengketa-hak-milik-atas-tanah-oleh-drs-h-aridi-sh-msi-dan-m-natsir-asnawi-shi-53
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3) Arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang
bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang netral guna
mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa.

4) Negosiasi Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara
para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa
melibatkan pihak ketiga.

5) Penilaian Ahli Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai
dengan bidang keahliannya. Dan mempunyai kewenangan untuk memberikan

rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB atau bisa juga disebut PN Metro merupakan
Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang berkedudukan di Jalan Sultan Syabhrir,
Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berlokasi
tidak jauh dari Universitas Lampung Kampus B FKIP Prodi PGSD. Ketua
Pengadilan Negeri Metro Bapak A. A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. dan
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Bapak Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.H.

2. Logo Instansi

Gambar 1 Logo pengadilan Negeri Metro
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3. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Negeri Metro
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro Yang Agung”.
b. Misi Pengadilan Negeri Metro
1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Metro.
2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada pencari
Keadilan.
3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro.
4) Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di Pengadilan Negeri
Metro.

4. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Metro wilayah hukumnya meliputi wilayah kota metro yang
memiliki luas wilayah 68,74 KM2, yang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 22
Kelurahan dengan populasi penduduk sebanyak 160.729 jiwa yang terdiri 80.300
jiwa penduduk laki-laki dan 80.429 jiwa penduduk perempuan (berdasarkan data
tahun 2016).

Gambar 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro



1 | Metro Selatan

Rejomulyo

Margorejo
Margodadi

Sumbersari Bantul

2 | Metro Barat

Mulyojati
Mulyosari
Ganjar Asri

Ganjar Agung

3 | Metro Timur

Tejosari
Tejoagung
Iring Mulyo
Yosodadi

Yosorejo

4 | Metro Pusat

Metro

Imopuro
Hadimulyo Timur
Hadimulyo Barat

Yosomulyo

5 Metro Utara

Banjar Sari
Karang Rejo
Purwosari

Purwoasri

5. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok
Berdasarkan kertentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang peradilan Umum,
Negeri antara lain mengadili dalam tingkat pertama, yakni menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata

Tabel 1 Pembagian Daerah Administrasi

tugas dan kewenangan dari Pengadilan

yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
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b) Fungsi

Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki

fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun
administrasi  perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi
informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanan ,dan
keuangan / umum/perlengakapan).

Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/ KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman  Pelayanan  Informasi  di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor : 144/KMAJ/SK/VI11/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan.
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6. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Metro

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, sebelum tahun 1964. Setelah itu pada
tahun 1964 kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung ini berdiri sendiri dengan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No.JK.2/33/10. dan Pengadilan Negeri Metro berdiri pada tanggal 02 Agustus 1964
di JIn. Tri Sakti di belakang Polres Metro, lalu pada tanggal 9 Agustus 1968 Kantor
Pengadilan Negeri Metro pindah alamat dari kantor lama ke gedung baru di Jin.
Pangeran Diponegoro No | Metro, pembangunan gedung menghabiskan biaya
sebesar RP. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan diresmikan
pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R1 yaitu Bapak
R. SOEBEKTI, S.H. Dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Metro merupakan
Pengadilan Negeri Kelas Il B, sedangkan pada tahun 1999 meningkat menjadi
Pengadilan Negeri Kelas | B sampai dengan sekarang, karena perluasan tempat
parkir dalam lokasi gedung kurang memadai, maka pada tanggal 19 November
tahun 2007, Pindah alamat lagi ke gedung baru di JIn. Sutan Sjahrir No. 01.
Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat. Sebelum Pengadilan Negeri Metro
berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah merupakan
bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Setelah terbit Keppres No. 30
tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan
Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka Kabupaten
Lampung Timur menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dan
Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum pengadilan gunung sugih
serta tidak tunduk lagi ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Sejak
dikeluarkannya Keppres No. 30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan
Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi
5 kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro

Selatan.
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7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditinjukkan

dalam gambar sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERIMETRO . .

e

| KETUA

|
AA KA PARAMA BUDITA GOCARA/ CURL 1

| WAKILKETUA

MAJELIS HAKIM

SEKRETARIS

el | s i

KASUBBAG KEPEGAWRIAN, KASUBBAG PERENCANAAK,
& KEUANGAN ORGANISAS! & TATA LAKSANA TEKNOLOGIINFORMAS! & PELAPORAN

esiseeTNa, &, .M | SETIARSO, SKOM

PANITERA MUDR KASUBBAG UMUM

PANITERA MUDA PANITERA MUDA
HUKUM PERDATA PIDANR

Yanita Suvirda, SH. | m Joko Indarto, S, MH.

PANITERA PENGGANTI
DAN
JURU SITA

Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

Daftar Nama Pejabat, Hakim, Fungsional, dan Struktural

Pengadilan Negeri Metro

Ketua Pengadilan Negeri Metro

A. A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Hakim Pengadilan Negeri Metro




Resa Oktaria, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.H.
Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Andri Lemana, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.
Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera

Muhammad Yamin, S.H.

Sekretaris

Abi Muklis, S.H., M.H.

Kasub Bag Umum Dan Keuangan

Esti Septiana, S.E., M.M.

Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Setiarso, S.Kom.

Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Budi Kurniawan, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti

Edi Gunawan, S.H.

Winarto
Sugiono, S.H.
Ngatiman, S.H.

Irwan Saputra, S.H.

Sukarsono, S.H.

Fil’ardi, S.H., M.H.

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.
Lisza Ayumasdaria, S.H.
Brahmantya Budi Setyawan, S.H.
Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H.
Antonius Ringgo Yunanto, S.H.
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Juru Sita

Fahmiyadi Sobhi, S.E.

Juru Sita Pengganti

Maruya
Ahyan Azis, S.H.

Tarika Anggi Pramono

Tabel 2 Struktur Organisasi

25



I11. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA

A. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan
Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met) ini menggunakan
metode penelitian empiris. Jenis penelitian hukum empiris atau kajian empiris
adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan
sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.3! Penelitian hukum empiris ini memahami
dan mengamati tentang fakta-fakta dalam persidangan melalui wawancara guna
mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus dan menyelesaikan sengketa

tanah terkait kepimilikan hak atas tanah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan yaitu tipe penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu
masalah yang ada di masyarakat, yaitu keadaan suatu masalah berdasarkan fakta
menurut apa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif ini
yang mana dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif diharapkan dapat
menggambarkan suatu fakta apa adanya dengan cara penulis melakukan wawancara
dan obvservasi dan lain-lain untuk mendapatkan informasi yang valid pada saat
melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Metro. Peneliti menggunakan
metode kualitatif untuk menganalisia data yang diperoleh dari lapangan dengan
detail. Hasil dari penelitian kualitatif juga akan memunculkan teori atau konsep
baru, bila penelitiannya bertentangan dengan konsep dan teori yang sudah ada

sebelumnya.

31 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum ”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2011, him. 97.
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3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam masalah yang ada didalam penelitian ini adalah

adalah pendekatan normative empiris. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang
dicari jawabannya Berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka
metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Metode Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan kasus digunakan untuk
mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam
praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami
oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan
Hakim untuk sampai kepada putusannya.®? Pendekatan kasus yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu untuk menelaah lebih lanjut mengenai sengketa tanah
yang diakibatkan oleh sertipikat ganda dengan putusan pengadilan (BHT)
Berkekuatan Hukum Tetap yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa
tanah ini.

b. Pendekatan historis dilakukan dalam rangka memahami sejarah tanah dari
waktu ke waktu, yang mana pendekatan ini memungkinkan juga peneliti untuk
memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga
atau suatu pengaturan hukum tertentu hingga memperkecil kekeliruan baik
dalam pemahaman mengenai sengketa. Melalui pendekatan Sejarah Perundang-
undangan, peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi

yang melandasi aturan hukum tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, dan sumber

data yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini
diperoleh dari sumber pertama yaitu individu atau kelompok, seperti hasil

wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan

%2 1bid,. hIm. 97.
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b. yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam penelitian ini juga
diperoleh melalui pengamatan dengan memperhatikan dengan seksama akan
suatu obyek yang diteliti secara komprehensif berdasarkan gejala atau
permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti :

1) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.

3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata
Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

d. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
atas bahan hukum primer seperti literatur hukum. Bahan hukum sekuder dalam
penelitian ini yaitu berupa buku-buku tentang hukum, jurnal penelitian hukum,

dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah pokok dalam penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, artinya peneliti
dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data tersebut adalah
segala keterangan dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun
sebuah penelitian. Untuk itu metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah
a. Wawancara
Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan
informasi dan keterangan terkait suatu hal tentang peristiwa yang sedang
diteliti.
b. Observasi
Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang
dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara partisipatif.
Maksudnya yaitu pengamatan secara partisipatif merupakan jenis pengamatan
yang melibatkan diri peneliti dalam masyarakat yang menjadi sasaran
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penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada peristiwa atau suatu
permasalahan yang terjadi dimasyarakat itu sendiri.

6. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan
selanjutnya akan dilakukan pengolahan data yang kemudian terhadap data tersebut
akan diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk menjamin suatu kebenaran atas
data yang dikumpulkan dan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan fakta
yang terjadi. Setelah itu data — data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam
bentuk skripsi. Dalam penelitian ini pengelolaan data yang dilakukan dengan
memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumber, serta
dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan
editing yang bertujuan untuk memperbaiki hasil penelitian dan mendapatkan data

dan informasi yang lengkap.

7. Analisis Data

Dalam pengolahan data dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis
menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis
data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan
apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain.®® Setelah data terkumpul dengan lengkap atau cukup, kemudian dipilih
kembali dan disusun secara sistematis, dan dianalisa dengan baik data yang telah
dipilih menggunakan landasan teori yang cocok dengan permasalahan dalam
penelitian ini sehingga hasil dari suatu kesimpulan yang akan didapat, bisa

dipertanggung jawabkan oleh penulis.

33 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian”,(Bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008),
him. 248.
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B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai
23 Desember 2022 atau selama £ 100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Metro Kelas IB, dengan waktu kerja yaitu:

a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 — 16.30 WIB.

b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 — 17.00 WIB.

2. Metode Pelaksanaan

Metode — metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang

MBKM di Pengadilan Negeri Kelas IB Metro, antara lain:

a. Wawancara
Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk
lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini
bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan — pekerjaan dan prosedur
lainnya.

b. Pengamatan Langsung
Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

c. Praktik Lapangan
Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan — kegiatan yang telah
disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian
materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff
lain yang bertugas.

d. Evaluasi
Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan
yang telah dilakukan.
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3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

1)

2)

3)

4)

Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di
Pengadilan Negeri.

Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu
atau teori yang selama ini diperolah pada saat masa perkuliahan dan dapat
membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
Mengkaji permasalahan—permasalahan praktis dalam dunia kerja dan
mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis

dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

b. Bagi Universitas Lampung

1) Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas

Lampung dengan Pengadilan Negeri Metro.

2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum

untuk menghasilkan lulusan—lulusan yang terampil sesuai dengan

kebutuhan dalam dunia kerja.

4. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a.

Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan
wewenang Pengadilan Negeri.

Mahasiswa dapat mengetahui proses — proses beracara di Pengadilan
Negeri.

Meningkatkan rasa percaya diri, displin, tanggungjawab, dan bekerja dalam
bentuk tim.

Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam
dunia kerja.

Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga
dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan dan diambil
kesimpulan dan juga menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebegai
berikut :

1. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tejadinya sertifikat hak atas tanah :

a. Kesalahan dari pemilik hak atas tanah itu sendiri, yang tidak memperhatikan
tanah miliknya dan juga tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga di ambil alih
oleh pihak lain, Sewaktu adanya pengukuran atau penelitian lapangan, pemohon
dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan batas tanah yang kurang tepat,
serta ada oknum yang tidak bertanggung jawab mendaftarkan kembali sertipikat
tanah yang sudah ada pemiliknya dengan memanfaatkan kelemahan dari Badan
Pertanahan Nasional.

b. Dari Badan pertanahan Nasional sendiri yang kurang teliti mengenai basis data,
mengenai bidang tanah baik yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar,
atau dikarenakan kurang ketelitian Pejabat Kantor dari Badan Pertanahan
Nasional dalam menerbitkan sebuah sertipikat tanah, disisi lain juga masih
adanya oknum yang berbuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil

penerbitan sertifikat tanah tersebut.

2. Bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dilakukan di Pengadilan
Negeri Metro dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan
mediasi atau upaya perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi
sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Metro.
Pengadilan Negeri Metro hanya berwenang untuk memberikan kepastian hukum
terhadap sengketa yang terjadi dapat dikatakan hanya memberikan status sertipikat

mana yang memiliki kekuatan hukum tetap dihadapan Negara. Dalam sengekta ini
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Hakim menjatuhkan putusan yaitu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang mana kembali dalam keadaan semula.
Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita
gugatan penggugat didasari pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 076/C.2/2000, jika
dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 atas nama Soeseno, jelas
terdapat perbedaaan terkait dengan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah
“gugatan yang tidak menyebut batas obyek sengketa secara jelas”, maka gugatan
yang demikian adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena gugatan yang
seperti ini pada hakekatnya tidak akan bisa dieksekusi (Non Executable),

Dalam penyelesaiannya. Apabila penyelesaian melalui Pengadilan Negeri juga
tidak tercapai maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha
Negara yang mana memiliki kewenangan dalam membatalkan sertipikat mana yang
berhak atas tanah tersebut,

B. Saran

Kesimpulan yang telah dijelaskan diatas tentunya ada saran yang akan disampaikan
penulis mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah. Kepada Badan Pertanahan
Nasional harus banyak melakukan penyuluhan hukum tentang tanah dengan tujuan
untuk menyebarluaskan informasi hukum mengenai tanah, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, melakukan sosialisasis kepada masyarakat dengan bekerja
sama dengan instansi hukum seperti Pengadilan Negeri serta memberhentikan
oknum-oknum yang dengan sengaja menggunakan kekuasaannya untuk
menerbitkan sertipikat tanah yang sudah ada pemiliknya untuk memperkaya dirinya
sendiri. Dan kepada masyarakat juga harus teliti dalam hal jual beli tanah, harus
diketahui terlebih dahulu asal usul tanahnya dan ketika melakukan transaksi harus
dilakukan didepan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah agar proses perpindahan
nama dapat dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa ada masalah yang tidak

diinginkan.
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